
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM 

NOMOR :  56 /HK.03.1-Kpt/ 1603/KPU-Kab/V1/2018 TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MUARA ENIM NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/ 1603/KPU-Kab/X1/2017  

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE 

KABUPATEN MUAR.A EMM PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018. 

 

 

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasał 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pernilihan 
Umurn Provinsi/Komisi Independen Pernilihan Aceh, Komisi Pernilihan 
Umum/Komisi
 Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dałam 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, menyatakan bahwa Anggota Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota; 

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dałam rangka menindaklanjuti 
pengunduran diri anggota PPS Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang dan PPS 
Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing dipandang perlu melakukan perubahan 
kembali Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-
KPT/1603/KPUKAB/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara 
(PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. 

 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim 

adalah;  

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 

Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5246); 

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5400); 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 

sebagaimana diubah dengan Undang  

Undang Nomor 9 Tahun 2015, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5589); 

jdih.kpu.go.id/sumsel/



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nornor 1 Tahun 2014 

tentang Pernilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang 

Nomor IO Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898; 

Undang — Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pernilihan Umum ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 182 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); 
 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2008 dan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nornor 37 Tahun 2008; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh, Komisi Pernilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017; 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018. 

 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim 

Nomor: 56 /HK.03.1-Kpt/ 1603/KPU-Kab/V1/2018 Menetapkan Perubahan Ketiga  

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 

40/Hk.03.1-Kpt/ 1603/Kpukab/X1/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia 

Pemungutan Suara (Pps) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak      Tahun 

2018. 

 

 

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berlaku  mulai tanggal 

ditetapkan tanggal 6 Juni 2018 

- 1 Halaman Lampiran. 
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